BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : |O TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR : 46 TAHUN 2014
TENTANG BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan
pengelolaan uang kas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor : 46 Tahun 2014 tentang Batas Pengajuan Uang
Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun
Anggaran 2015.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara ;



Menetapkan :

~2~

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan
Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ; :

9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015 ;

11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015 ;

12. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Batas Pengajuan Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR : 46 TAHUN 2014 TENTANG BATAS PENGAJUAN
UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2015.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 46 Tahun 2014

tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015 ,
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1)
(2)

3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

&)

Pasal 2
SKPD dapat diberikan UP sekali dalam tahun anggaran berkenaan.
UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
UP diberikan kepada Bendahara SKPD untuk dikelola sebagai uang muka
kerja.
Penggunaan UP dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
UP disimpan pada rekening kas daerah atas nama Bendahara Pengeluaran
SKPD.
Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilai UPnya
sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Bendahara
Pengeluaran wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di brankas.
Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilai UPnya
diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Bendahara Pengeluaran
wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) di brankas.
Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilai UPnya
diatas Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Bendahara Pengeluaran wajib
mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah) di brankas.
Untuk UP termasuk tambahan uang persediaan di SKPD yang nilai UPnya
diatas Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Bendahara Pengeluaran
wajib mengendalikan uang tunai (kas tunai) maksimal Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) di brankas.

(10) Sisa UP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas

daerah paling lambat akhir Desember Tahun Anggaran berkenaan.



Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Pebruari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal § :\mu?m' KON
BUPATI PROBOLINGGO ~— -

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan . dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggalﬁé/”m%w"-o/f ..... Nomor ....20...... Seri Gi.

Sekretaris Daerah K =
-

Pembina Utama\Muda
NIP. 19590527 198503 1 019



